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ABSTRAK 

Mengetahui kebijakan yang dilakukan dalam menangani pengungsi Rohingnya di Aceh dan mengetahui upaya 
Pemda NAD dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Bentuk penelitian ini yaitu penelitian kualitatif 
dengan mengumpulkan data-data mengenai perkembangan pengungsi Rohingya. Dalam hal ini bentuk 
penjelasan data tidak disertai dengan angka-angka. Melainkan dijelaskan mengenai bentuk kebijakan Pemda 
NAD terhadap pengungsi dan bentuk penanganan serta upayanya terhadap pengungsi Rohingya. Bentuk 
kebijakan bersama-sama dengan masyarakat lokal untuk menyediakan makanan dan minuman serta sandang. 
Bentuk tindakan Pemerintah Daerah NAD yaitu menyediakan penampungan sementara, mengirimkan relawan-
relawan untuk membantu pengungsi Rohingya, membantu penyediaan bantuan kemanusiaan mencapai 7000 
orang. Disamping itu Pemerintah juga membangun rumah Detensi Imigrasi untuk masyarakat Rohingya. 
Pemerintah Daerah NAD juga bekerja sama dengan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) 
yaitu membangun tentang non-refoulment, non penalization dan non discrimination. Bentuk bantuan IOM 
(Organisasi Internasional untuk Migrasi) memberikan perawatan medis di rumah-rumah sakit yang ada di Aceh. 
Dengan hal ini Human Trafficking yaitu pemerintah daerah selalu berusaha dan menjaga agar Human Trafficking 
tidak terjadi. 

Kata Kunci: Pengungsi Rohingya, Kebijakan Pemda NAD, Upaya Pemda NAD 

I. PENDAHULUAN 
Pengungsi Rohingya di Indonesia sejak 2015. Etnis Rohingya ke Indonesia karena Indonesia 

menjadi satu-satunya negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang masih menerima 
pengungsi Rohingya pada masa krisis COVID-19 karena Indonesia menjunjung tinggi norma Hak Asasi 
Manusia. Pengungsi memiliki berbagai banyak pengertian ungkapan "pengungsi" dalam bahasa 
Indonesia merupakan fungsi, kata kerjanya adalah evakuasi, yang berarti "mereka yang mencari lokasi 
yang aman ketika wilayah tersebut terancam oleh bahaya orang yang berada di luar negara 
nasionalnya dan tidak mencari perlindungan dari negara itu karena ketakutan yang beralasan akan 
penganiayaan karena alasan agama, ras, keanggotaan dalam kelompok sosial, kebangsaan, atau partai 
politik tertentu. Pemerintah Malaysia dan Thailand, keduanya telah menerima pengungsi Rohingya, 
mengadakan konferensi darurat untuk membahas masalah tersebut. Setelah diskusi ini sebuah 
pernyataan bersama Konferensi tingkat menteri Asia Tenggara tentang migrasi tidak teratur membuat 
empat janji. Pada bulan Desember 2020, Aceh berhasil menggagalkan upaya perdagangan pengungsi 
Rohingya. Sebanyak 20 pengungsi Rohingya yang ditemukan berada di luar kawasan kamp 
penampungan BLK, Aceh Utara. 19 diantaranya merupakan perempuan yang rencananya akan dijual 
ke Malaysia melalui Medan. beberapa perempuan Rohingya telah meninggalkan kamp tanpa izin. 
Setelah dilakukan penyelidikan, sebanyak 5 perempuan pengungsi Rohingya ditahan di depan Hotel 
Lido Graha, 9 di minimarket dekat shelter camp, dan sisanya di SPBU Cunda di Kota Lhoksumawe. 

Pada tanggal 24 Juni 2020 Sebanyak 94 “manusia perahu” warga negara asing (WNA) Rohingya 
ditemukan di lepas pantai Kabupaten Aceh Utara. Puluhan Rohingya kemudian dievakuasi nelayan 
Aceh karena kapal mereka tumpangi akan tenggelam. 94 Warga Negara Asing sebelumnya dievakuasi 
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ke perahunya dengan perahu motor penangkap ikan (KM) bernomor 2017.811 dengan tiga awak kapal 
dari sebuah kapal nelayan di Aceh. Mengingat fakta bahwa Rohingya telah menaiki kapal kargo yang 
tenggelam, sangat penting bagi mereka untuk segera diselamatkan. Dari total 94 pengungsi Rohingya, 
15 adalah laki-laki, 49 adalah perempuan, dan 30 adalah anak-anak. 

Pada 13 Febuary 2022  Pengungsi etnis Rohingya telah kabur dari lokasi penampungan Balai 
Latihan Kerja (BLK). jumlah Rohingya yang kabur  67 orang. dimana mayoritas yang kabur adalah para 
wanita. jumlah Rohingya yang ditampung di BLK itu sebanyak 105 orang. Sehingga beberapa waktu ada 
3 pria Rohingya dari Malaysia. yang bergabung dengan keluarganya dengan jumlah yang sudah kabur 67 
orang. 

Kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan Kebijakan dan Upaya kepada 
Rohingya di Aceh dan menentukan tempat penampungan atau akomodasi bagi pengungsi Rohingya. 
Di sisi lain, Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang peran organisasi internasional yang fokus 
pada migrasi dalam memfasilitasi kebutuhan dasar pengungsi, seperti penyediaan air bersih, makanan, 
air minum, pakaian bersih, dan pelayanan kesehatan 

II. METODE PENELITIAN 
Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu bersumber dari data 

akan seperti studi pustaka, jurnal, skripsi, referensi, buku dan internet. Koentjaraningrat menyatakan 
metode penelitian kualitatif ialah memberikan penawaran tentang gambaran rinci tentang kondisi dan 
gejala orang atau kelompok tertentu.  

Teknik pengumpulan data berdasarkan sumber-sumbernya yaitu seperti studi Pustaka, yaitu 
menyertakan artikel ilmiah yang menganalisis karya orang lain. Peneliti membuat kemajuan teoritis 
dengan menggunakan pengukuran yang sederhana. Bentuk jurnal dan internet sangat dibutuhkan 
dalam penyusunan informasi dan data yang diperoleh.  

Bentuk analisis data dikenal dengan analisis data kualitatif. Data ini membutuhkan 
pemeriksaan atau diskusi ide-ide dalam pembentuk masalah daripada fakta numerik. Untuk bentuk 
sistematika penulisan dijelaskan bahwa pengungsi Rohingya di Aceh dengan kebijakan Pemda NAD 
telah diidentifikasi masalahnya, dan menjelaskan latar belakang secara rinci. Tujuannya untuk 
mengetahui bentuk Upaya Pemda NAD dan kebijakan Pemda NAD kepada pengungsi Rohingya 
Internasional. 

 

III. PEMBAHASAN 
Muslim Rohingya menjadi korban dari kekejaman etnis Rakhine karena dituduh melakukan 

pelecehan seksual dan membunuh seorang wanita keturunan Rakhine. Perang internasional dan 
kesengsaraan Rohingya pertama kali mendapat perhatian dunia pada Juli 2012. Orang-orang Rohingya 
menjadi sasaran diskriminatif yang dijelaskan tetapi bentuk penyerangannya sangat beragam banyak. 
Orang Rohingya yang berasal dari etnis Rohingya memutuskan untuk melarikan diri dari Myanmar 
untuk menghindari penganiayaan dan mendapatkan hak-hak yang ditolak mereka di negara mereka 
sendiri. Dan mereka disebut sebagai manusia perahu.  

a) Penyebab Pengungsi Rohingya di Aceh 

Diskriminasi Rohingya yang di lakukan oleh pemerintah Myanmar , banyak Muslim 
Rohingya terpaksa mengungsi untuk hidup mereka. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 
termasuk pengusiran paksa, penyiksaan, dan kekerasan seksual terhadap perempuan. 
Masyarakat Aceh hampir memeluk agama Islam. Banyak orang di Aceh yang keluar dari rumah 
mereka karena pertempuran tersebut.  Bahkan, beberapa dari mereka mencoba berlindung 
di negara-negara terdekat seperti Malaysia dan Australia. Keadaan saat ini yang melibatkan 
orang-orang Rohingya di Myanmar yang terpaksa mencari perlindungan di Aceh dapat 
dikategorikan sebagai pengungsi yang terlibat dalam kegiatan migrasi.  

b) Sikap Masyarakat Aceh Terhadap Pengungsi Rohingya 
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Provinsi Aceh merupakan bagian pertama Indonesia yang dihadapi kapal-kapal 
pengungsi di laut karena posisinya di pembukaan Selat Malaka, sebuah penyeberangan 
maritim internasional. Sebagian besar pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia melalui 
provinsi Aceh. Sebab, Aceh merupakan wilayah barat terjauh di Indonesia, sehingga sangat 
dekat dengan Myanmar. Wilayah Aceh umumnya digambarkan sebagai titik awal masuknya 
budaya dan agama ke Nusantara karena berfungsi sebagai pusat perdagangan bagi pedagang 
Cina, Eropa, India, dan Arab. Anak-anak pengungsi Rohingya juga dapat memperoleh 
pendidikan, termasuk kelas Indonesia, saat tinggal di kampung-kampung pengungsi.  

c) Upaya Pemda NAD Terhadap Pengungsi Rohingya di Aceh 

Pemerintah Daerah memberikan beberapa fasilitas yaitu termasuk aman dan nyaman 
kepada pengungsi Rohingya.  
a. Menyediakan tempat penampungan sementara untuk pengungsi. 
b. Membantu dan memfasilitasi pengungsi, terutama mereka yang berkebutuhan khusus, 

pemerintah daerah mengirimkan sukar elawan dari berbagai kelompok masyarakat dan 
lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari berbagai bisnis regional yang aktif di sektor 
kemanusiaan. 

c. Kebutuhan anggaran upaya saat ini dan ke depan di bidang luar negeri secara efektif. 
d. Membantu dalam distribusi bantuan kemanusiaan kepada sekitar 7.000 orang yang tinggal 

di kapal. 
e. Dalam setahun, Moffered perumahan darurat dan berusaha menemukan negara 

berkembang yang akan menerima pengungsi Rohingya melalui perahu.  

d) Kebijakan Pemda NAD Terhadap Pengungsi Rohingya di Aceh 

Beberapa tindakan yang dilakukan Pemda NAD yaitu sebagai berikut ini:  

a. Menerima Kapal-Kapal Pengungsi Rohingya di Aceh. 
b. Melakukan Vaksin Terhadap Pengungsi Rohingya di Aceh. 
c. Koordinasi dengan UNHCR dan IOM.  
d. Memberikan Fasilitas Layanan Kesehatan.  

e) Rumah Imigrasi Pengungsi Rohingya di Aceh. 

Tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya adalah tempat mereka akan 
tinggal sementara mereka menunggu prosedur repatriasi dan penempatan sukarela UNHCR 
di negara ketiga yang 33 bersedia menampung pengungsi Rohingya. fasilitas air dan 
kesehatan, taman bermain anak-anak, mushola, fasilitas olahraga, dan banyak lagi semuanya 
telah tersedia berkat persiapan yang dilakukan oleh pemerintah dan UNHCR. Pemerintah dan 
UNHCR, yang bekerja melalui IOM, mengoperasikan semua tempat penampungan ini. Lokasi 
tempat penampungan atau tempat penampungan sementara berdekatan dengan penduduk 
setempat dengan dusun, dan ukurannya, pada 4x5 m. 
 

IV. KESIMPULAN 

Masyarakat Rohingya menjadi musuh utama dari negara Myanmar, pada akhirnya 
melakukan perjalanan migrasi ke beberapa negara untuk mencari pertolongan salah satunya 
ke Aceh, Indonesia. Masyarakat Rohingya dibantu oleh pemerintah daerah dan warga Aceh 
dengan mendata dan berkoordinasi dengan UNHCR internasional, memfasilitasi masyarakat 
yang sakit dan anak-anak serta detensi imigrasi penanganan pengungsi Rohingya dipegang 
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oleh satuan para petugas. Pemerintah Aceh mengelola tempat penampungan sementara bagi 
orang asing dan pengungsi Rohingya yang di buat UNHCR. Rumah Detensi Imigrasi berperan 
melakukan pendataan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, status keimigrasian dan 
identitas. Pemerintah Aceh kerjasama dengan UNHCR dan IOM, bentuk kerjasamanya ialah 
UNHCR mampu memberikan dukungan paling besar dalam upaya melindungi dan menjangkau 
yang paling rentan khususnya di komunitas mereka sendiri dan juga dapat memberikan 
sumbangan untuk kebutuhan dasar mereka 
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